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ABSTRAK

Analisis Rasio Keuangan Dikaitkan Dengan Penilaian Kinerja Keuangan
Pemerintah Kota Palembang Tahun 2008-2012

Oleh:
Daniel Kurniawan Thendra

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Kkinerja keuangan
Pemerintah Daerah Kota Palembang tahun anggaran 2008-2012. Untuk menilai
dan membandingkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang tahun
2008-2012 dengan cara menggunakan beberapa alat Analisis Rasio Keuangan
yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Keserasian, Rasio Indeks
Kemampuan Rutin, dan Rasio Pertumbuhan. Penggunaan data dalam
menganalisis adalah laporan realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
(APBD).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode tahun anggaran 2008-
2012 kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang masih belum stabil
yang terkadang mengalami kenaikan dan penurunan, dan lebih besarnya belanja
aparatur daripada belanja pelayanan publik.

Untuk itu perlu dilakukannya perbaikan agar kinerja keuangan Pemerintah
Daerah Kota Palembang tersebut lebih baik. Perbaikan —perbaikan tersebut yaitu
meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan target
yang hendak dicapai dengan cara melakukan identifikasi pembayaran pajak yang
baru/ potensial, mengembangkan potensi pariwisata daerah, perlu adanya
peningkatan kualitas SDM aparat pemerintah dan meningkatkan pengetahuan
serta kesadaran masyarakat tentang pajak daerah.

Kata kunci: Kinerja, Keuangan Daerah, Analisis Rasio
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ABSTRACT

Analysis of financial ratios attributed with the financial performance assessment
of city government of Palembang in the fiscal year 2008-2012
By:
Daniel Kurniawan Thendra

The objective of the study is to measure the financial performance assessment of
city government of Palembang in the fiscal year 2008-2012. In measuring and
comparing the financial performance of the city, financial ratio analysis tools
(independence ratio, effectiveness ratio, compatibility ratio, routine capability
index ratio, and growth ratio) are used. The data use are realization reports of
regional budgets. The results show that the financial performance of the city is
unstable sometimes increasing and sometimes decreasing; regional apparatus
expenditures are bigger than public expenditures in the fiscal year of 2008-2012.
Improvements can be done by increasing local tax revenues and levies as targets
to be achieved through new or potential taxpayer identification, developments of
the potential of domestic tourism, improvements of the quality of human
resources of government officials, and knowledge improvement and public
awareness of local tax.

Key Words: Performance, Local Finance, Analysis Ratio



BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam
pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk
mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas,dan
potensi daerah sendiri.Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara
daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan
responsif terhadap kebutuhan serta potensi maupun karakteristik didaerah masing-
masing.Otonomi daerah memberikan dampak yang beragam bagi perekonomian
daerah juga berpotensi menimbulkan resiko fiskal. Dalam pelaksanaan otonomi
daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek
pemerintahan ini pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi
wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban publik,
pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara
ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Artinya, APBD harus mampu memberikan informasi yang jelas tentang tuntutan
besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan

fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan rill di



masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang
digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan
manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi
pada kepentingan publik (PP No 58 Tahun 2005).

Pengelolaan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun pada
tingkat kabupaten/kota telah memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkan nya
UU No0.32 Tahun 2004 dan UU No0.33 Tahun 2004 yang merupakan revisi
terhadap UU No.22 dan UU No.25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi
daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam ketentuan umum UU No.32 Tahun 2004
yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk megatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hal ini teah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan
hubungan pusat dan daerah khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan
maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang
dikenal sebagai era otonomi daerah.

Pemerintah pusat di era otonomi daerah ini adalah lebih banyak pada hal-
halyang ber kaitan dengan penetapan kebijakan nasionaldan pengendalian serta
pelaksanaan terhadap hal-hal yang bersifat teknis dan tidak strategis, selebihnya
sudah harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Penyelengaraan otonomi
daerah harus mapu mewujudkan penyelengaraan pemerintahan yang lebih efisien
dan efektif, demokratis, mendorong peran serta masyarakat, mewujudkan keadilan

dan pemrataan serta mengembangkan keanekaragaman dan potensi daerah



(Darise, 2007).

Suatu ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi di
jelaskan (Halim, 2001) yaitu:

1. kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan
kemampuan untukmenggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan
menggunakan keuangan sendiriyang cukup memadai untuk membiayai
penyelengaraan pemerintahannya.

2. ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar
pendapatan hasil daerah (PAD) dapat mnjadi sumber keuangan terbesar sehingga
peranan pemerintah daerah mnjadi besar.

Dengan adanya otonomi daerah, bagi daerah-daerah yang memiliki potensi
sumber daya yang dapat diandalkan baik itu sumber daya manusia maupun
sumber daya alam, kebijakan ini disambut baik. Mengingat lepasnya campur
tangan pemerintah akan memberikan kesempatan yang lebih cepat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, akan tetapi bagi daerah yang tidak
memiliki potensi sumber daya yang memadai, kebijakan tersebut akan
memberatkan karena bagi daerah yang tidak mempunyai sumber dana yang
melimpah akan kesulitan dalam membiayai belanja mereka (Adi, 2005). Sebelum
era otonomi harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk membangun daerah
berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun
dirasakan semakin jauh dari kenyataan. Yang terjadi adalah ketergantungan fiscal
dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai wujud ketidakberdayaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mebiayai belanja daerah (Mardiasmo,



2002). Selain itu kemapuan keuangan daerah otonom melaksanakan otonomi
keuangan secara penuh dalam periode pendek diragukan, baik sebagai akibat
kapabilitas daerah otonom yang tidak dapat berubah begitu cepat maupun system
keuangannya, yaitu pemerintah pusat tidak mau serta merta kehilangan kendali
atas pemerintah daerah (Dwirandra, 2007).

Kemampuan pemerintah daerah otonom dalam mengelola keuangan
termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan
pelaksanaan pembangunan. Yang dimaksud anggaran adalah perencanaan
keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu
tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter (Mahsun, 2002). Anggaran daerah
memegang peranan penting dalam era otonomi daerah, karena sebagai instrument
kebijakan perancanaan strategic daerah dalam pengelolaan keuangan (Mardiasmo,
2000).

Untuk memberikan keyakinan yang memadai, atas proses penyusunan
Laporan Keuangan berdasarkan proses akuntansi dan didukung oleh bukti yang
cukup dan bebas dari salah saji , maka Laporan Keuangan perlu diaudit oleh
akuntan independen dalam hal ini dilakukan oleh BPK-RI.

Kota Palembang sebagai salah satu kota di Sumatera Selatan yang juga
berkewajiban menyusun Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku namun berdasarkan hasil audit BPK-RI, LKPD Kota Palembang masih
belum memperoleh hasil yang optimal hal ini dibuktikan dengan terjadi

peningkatan dan penurunan hasil opini audit. Hal ini membuktikan bahwa kondisi



keuangan pemerintah kota Palembang tidak berada dalam kinerja yang baik.
Opini BPK RI lima tahun terakhir dalah sebagai berikut :
Tabel 1.1

Opini Laporan Keuangan Kota Palembang

No Tahun Anggaran Opini
Audit

1 2008 WDP

2 2009 WDP

3 2010 WTP

4 2011 WTP

5 2012 WTP

sumber: www.bpk.go.id

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar
Dengan Pengecualian kemudian pada tahun 2008 dan 2009. Namun pada tahun
2010-2012 telah terjadi peningkatan opini audit yang signifikan dari opini yang
Wajar Dengan Pengecualian terus meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian.
Tetapi dengan meningkatnya opini audit, kondisi keuangan daerah tidak berada

pada level yang sama.



Salah satu semangat reformasi keuangan daerah adalah dilakukannya
pertanggungjawaban keuangan oleh pemerinta daerah dan penilaian Kinerja
keuangan daerah otonomi agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah daerah
otonom mampu melaksanakan otonomi khususnya di bidang keuangan. Kinerja
pemerintahan daerah akan ditentukan oleh ketepatan kebijakan dalam pemberian
pelayanan public yang ekonomis, efisien dan efektif, oleh karena itu para
eksekutif dan legislatif harus memahami system penentuan APBD berdasarkan
Kinerja (Triyono, 2002).

Dalam melihat kinerja pemerintah daerah otonom dalam mengelola
keuangan daerah dapat digunakan alat pengukuran kinerja berupa analisis rasio
keuangan APBD terhadap kinerja Pemerintahan Daerah yang diharapkan dapat
menjadi suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam
penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan
perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan sekana
periode waktu tertentu apakah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Analisis
keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi cirri-ciri keuangan
berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Pengukuran Kkinerja pada pemerintah
daerah sangat penting untuk menilai akuntabilitas suatu organisasi dalam
menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang menjadi fokus perhatian
dalam pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2007). Artinya Kinerja
keuangan dapat menunjukkan bagaimana kondisi keuangan pemerintah serta

kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk



pembangunan negara. Oleh karena itu kinerja pemerintah perlu dilakukan untuk
mengukur sejauh mana kemjuan dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan
tugasnya.

Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah maka perlu dilakukan
suatu analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola
keuangan negara. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam
mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan suatu analisis rasio
keuangan. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolok
ukur untuk menilai kemandirian keuangan pemerintah dalam membiayai
penyelenggaraan daerah, mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan,
mengkur efisiensi belanja, serta mengukur sejauh mana Kkinerja keuangan dari
pertumbuhan pendapatan dan belanja tiap tahunnya. Namun yang lebih penting
adalah efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk mensejaterakan
masyarakat. Jangan sampai anggaran lebih banyak dipakai untuk belanja aparatur
dibandingkan belanja publik.

Kinerja keuangan pemerintah menjadi poin penting serta topik yang
menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan, dengan meneliti Kinerja keuangan
pemerintah dapat diketahui hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
pemerintah, apakah pemerintah sudah baik menjalankan tugas dan fungsinya
sesuai yang diamanatkan oleh rakyatnya -untuk mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat satu
karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Rasio keuangan

dikaitkan dengan Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Palembang



Tahun 2008-2012”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis
membuat perumusan masalah adalah Bagaimana Kkinerja keuangan Kota
Palembang jika di ukur dengan rasio keuangan daerah selama periode 2008-2012?
1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan
Kota Palembang selama periode 2008-2012.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan referensi dalam
bidang ilmu keuangan khususnya mengenai pengukuran Kinerja
pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

2. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan
daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang Kinerja
pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. Bagi pemerintah daerah dalam hal ini Bagian Keuangan Kota Palembang
diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam menentukan
kebijakan pengelolaan dan peningkatan Kkinerja dalam pengelolaan

anggaran pendapatan dan belanja daerah.
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